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1.1 Latar Belakang

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan
untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk
umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai
organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan
layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan
datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif,
misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu
kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan
politik dalam era reformasi, berdampak pada percepatan perubahan perilaku
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya
transparansi  pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam
pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih
berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen.
Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak



bulan Januari tahun 2001 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain
juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel
sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel
penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan
kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah
dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang
lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah
tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi
melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan
daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana
perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat
pembangunan di daerah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang
mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya
daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-
sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2)



ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga
peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah
lima belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan
keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan
yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten
Lembata antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari
pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik
dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut
anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali
potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercemin dari penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan
daerah lainnya, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam
pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) inefisiensi
pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Kabupaten Lembata sebagai daerah otonom dimekarkan dari Kabupaten
induk Flores Timur pada tahun 1999 dengan UU No 52 tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten
Lembata di Provinsi NTT. Ini berarti telah enam belas tahun Kabupaten Lembata
menjadi daerah otonom. Namun, masih banyak segudang masalah sosial,
pembangunan dan kemasyarakatan sudah menanti. Jalan raya, air bersih,

minimnya sarana dan prasarana pendidikan, gizi buruk. Belum lagi masalah



birokrasi. Menilik pencapaian Millenium Development Goals untuk pengeluaran
perkapita per orang per hari sebesar US.$2.00 maka dapat disimpulkan bahwa
90% masyarakat Lembata belum memenuhi kriteria tersebut alias hidup di bawah
garis kemiskinan. Semua masalah tersebut di atas tergantung dari sejauh mana
Pemerintah Kabupaten Lembata dalam mengatur Kinerja keuangan daerah yang
ada agar dapat terealisasi secara efektif.

Besarnya angka kemiskinan di kabupaten Lembata dapat menunjukan
bagaimana kinerja pemerintah daerah kabupaten Lembata untuk mengatur
keuangan daerahnya. Berikut adalah grafik perbandingan jumlah penduduk miskin
yang terdapat di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Rote dan manggarai Barat
periode 2009-2013.

Garik 1.1

Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Rote dan Manggarai Barat
Periode 2009-2013
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Sumber Data Sekunder: BPS, Tahun 2016

Grafik di atas menunjukan bahwa penduduk jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Lembata pada lima tahun terakhir fluktuatif setiap tahunnya. Bila



dibandingkan dengan Kabupaten Flores Timur yang pernah merupakan
Kabupaten induk sebelum dimekarkan dengan Lembata jumlah penduduk miskin
di Kabupaten Lembata masih jauh lebih besar dibandingkan dengan Flores Timur.
Namun bila dibandingkan dengan Kabupaten Rote dan Kabupaten Manggarai
Barat yang juga merupakan daerah otonomi setelah Kabupaten Lembata yaitu
masing-masing tahun 2002 dan tahun 2003, jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Lembata masih lebih kecil.

Kinerja pemerintah daerah juga dapat dilihat dari belanja daerah baik
untuk belanja aparatur (belanja tidak langsung) maupun belanja pelayanan publik
(belanja langsung) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Grafik 1.2
Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010-2014
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Belanja aparatur (belanja tidak langsung) berarti pengeluaran pemerintah
yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat seperti membayar gaji pegawai,
membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan
operasional pemerintah. Sedangkan belanja pelayanan publik atau belanja
langsung berarti pengeluaran pemerintah yang dirasakan secara tidak langsung
oleh masyarakat. Namun, belanja langsung ini berupa investasi pemerintah seperti
pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan
irigasi. Pada tabel di atas menunjukan masalah yang besar karena pada lima tahun
terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata masih memprioritaskan pada
belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Ini berarti pendapatan
daerah baik yang bersumber dari daerah maupun transfer dari pemerintah pusat
atau pemerintah daerah lainnya masih digunakan untuk beanja aparatur daerah
bukan untuk belanja modal.

Permasalahan lain untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam
mengelola keuangannya adalah rendahnya kemampuan daerah untuk menggali
potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercemin dari
penerimaan PAD yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah lainnya.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Perencenaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur, total Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Lembata mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun
kenaikan PAD ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan daerah
lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah. Kenaikan PAD dari periode ke periode berikutnya hanya berkisar 10



persen. Berikut adalah grafik perbandingan antara PAD, DAK dan Total Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Grafik 1.3

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus dan Total Lain-
lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Lembata Tahun 2010-2014
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Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
kurang mampu memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Atau dengan kata lain,
besarnya penerimaan daerah lain selain PAD kurang dimanfaatkan secara efisien
sehingga masalah pembangunan yang ada di Kabupaten Lembata terus ada seperti
jalan raya, air bersih, minimnya sarana dan prasarana pendidikan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan
evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan
pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk
peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode

berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya



desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Lembata, karena itu
Pemerintah Kabupaten Lembata sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan
roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib
menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai
apakah pemerintah Kabupaten Lembata berhasil menjalankan tugasnya dengan
baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa
kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan Kkrisis kepercayaan
terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata, untuk itu masyarakat atau
penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua
peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus
sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran
keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lembata, sehingga masyarakat
atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata
apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah
dapat menggunakan analisis rasio. Analisis rasio sebagai alat analisis keuangan
memang sudah banyak diterapkan secara luas pada lembaga keuangan komersial
yang berorientasi profit. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan
membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya
sehingga dapat diketahui kecenderungan atau trend yang terjadi. Menurut Halim
(2007) hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur

dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan



otonomi daerah, mengukur efektifitas dan effisiensi dalam merealisasikan
pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan
dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau
perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama
periode waktu tertentu.

Guna mengetahui Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerah, peneliti melakukan studi terhadap pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Lembata dengan mengunakan analisis rasio keuangan, yakni yakni
rasio kemandirian, rasio evektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio
pertumbuhan dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010-2014”.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi,
Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengarui Kinerja Keuangan Daerah

Kabupaten Lembata?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini

adalah untuk mengetahui :



1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata jika dilihat
dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio
Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

2. Faktor-faktor yang mempengarui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten

Lembata.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah
Kabupaten Lembata dengan menerapkan Rasio Kemandirian, Rasio
Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata ditinjau dari Rasio
Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan
Rasio Pertumbuhan.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi
atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam
menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi
dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
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b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar
memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan
teori Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi,
Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan dalam menganalisis
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata.

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan
pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian

selanjutnya dalam bidang yang sama.
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